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TERHADAP TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT 

(Studi Komparatif Negara OECD, Non-OECD, BRICS) 

 

 

Oleh 

 

MUHAMAD DIMAS PANGESTU 

 

 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual 

terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat, dengan studi komparatif pada 

kelompok negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Menggunakan regresi data 

panel untuk tahun anggaran 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023 dengan total 20 

negara sampel. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa implementasi IPSAS 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi fiskal dan terdapat 

perbedaan signifikan tingkat implementasi IPSAS antar kelompok negara OECD, 

Non-OECD, dan BRICS. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 

tersebut ditolak dan tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan secara 

statistik, terutama pada kelompok negara OECD. Selain itu, tidak ada perbedaan 

signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS rata-rata di antara ketiga kelompok 

negara tersebut. Temuan ini menyarankan bahwa faktor-faktor institusional dan 

kontekstual lain lebih berperan dalam menentukan transparansi fiskal. 

 

Kata Kunci : IPSAS Berbasis Akrual, Transparansi Fiskal, Studi Komparatif 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

THE INFLUENCE OF ACCRUAL-BASED IPSAS IMPLEMENTATION 

LEVEL ON CENTRAL GOVERNMENT FISCAL TRANSPARENCY  

(Comparative Study of OECD, Non OECD, BRICS Countries) 

 

 

By 

 

MUHAMAD DIMAS PANGESTU 

 

 

 

This study analyzes the influence of the level of accrual-based IPSAS 

implementation on the fiscal transparency of the central government, with a 

comparative study of OECD, Non-OECD, and BRICS countries. Using panel data 

regression for the fiscal years 2015, 2017, 2019, 2021, and 2023, with a total of 20 

sample countries, this research tests the hypothesis that IPSAS implementation has 

a positive and significant effect on fiscal transparency and that there is a significant 

difference in the level of IPSAS implementation among the OECD, Non-OECD, 

and BRICS country groups. However, the results show that the hypothesis is 

rejected and no statistically significant effect was found, especially in the OECD 

country group. Furthermore, there was no significant difference in the average level 

of IPSAS implementation among the three country groups. These findings suggest 

that other institutional and contextual factors play a greater role in determining 

fiscal transparency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah pusat dari berbagai negara di dunia menganggap bahwasannya 

transparansi fiskal menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola  yang 

baik. Tata kelola yang baik ini mengarah pada pengelolaan sumber daya publik 

yang lebih efektif, memastikan bahwa tindakan pemerintah selaras dengan 

kepentingan publik serta transparansi juga mendorong kewaspadaan publik, 

mendorong pemerintah untuk bertindak secara bertanggung jawab dan efisien 

dalam alokasi sumber daya (Montes et al., 2019). Transparansi fiskal merupakan 

prinsip utama dalam konteks tata kelola keuangan publik yang berkonsentrasi pada 

keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi fiskal secara akurat, lengkap 

dan dapat diakses oleh publik (Castañeda-Rodríguez, 2022) . Menurut International 

Monetary Fund (IMF) transparansi fiskal merupakan keterbukaan pemerintah 

dalam mengungkapkan informasi keuangan secara akurat. Meskipun transparansi 

fiskal telah menjadi faktor penting dalam tata kelola pemerintah, banyak negara 

masih mengalami permasalahan terkait keterbukaan informasi laporan keuangan, 

serta kondisi ini diperburuk dengan adanya kepentingan politik yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan  dalam pelaporan keuangan pemerintah 

(Kartiko et al., 2018). 

Hal ini menjadi dorongan  pemerintah untuk melakukan reformasi atau restrukturasi 

pada praktik pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management), yang 

didukung oleh  konsep new public management (NPM). Terutama sejak krisis 

ekonomi global pada tahun 2008, banyak negara terutama yang tergabung dalam 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang 

berupaya memperkuat praktik pengelolaan keuangan publik, sebagai respon atas 

meningkatnya kebutuhan transparansi dan akuntabilitas (Martí & Kasperskaya, 
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2015). Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh berbagai negara adalah dengan 

menerapkan standar akuntansi publik internasional yaitu IPSAS (International 

Public Sector Accounting Standards) berbasis akrual. Dalam perkembangannya 

IPSAS berbasis akrual dianggap sebagai praktik terbaik yang mampu mendukung 

public financial management (PFM) yang merupakan prinsip praktif pengelolaan 

keuangan di sektor swasta yang diterapkan di sektor publik, sebagai respon 

pemerintah pusat untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka. Menurut Galera 

et al., (2012) menyatakan bahwa dilihat berdasarkan International Federation 

Reporting Standard (IFRS) IPSAS merupakan yang paling kompatibel dengan 

model nilai wajar (Fair Value) terbaru dari instrumen keuangan yang menarik 

pemerintah untuk meningkatkan penilaian aset dan kewajiban publik mereka, 

sehingga IPSAS diakui secara internasional.  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) terdiri dari 

negara-negara dengan ekonomi maju yang sebagian besar telah memberlakukan 

langkah-langkah transparansi fiskal yang unggul negara-negara anggota OECD 

cenderung lebih progresif dalam mengadopsi standar akuntansi sektor publik 

berbasis akrual (IPSAS), sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam efektivitas 

penerapan standar tersebut. Sebaliknya, negara Non-OECD mencakup berbagai 

negara berkembang dan ekonomi transisi yang memiliki tantangan lebih besar 

dalam penerapan standar akuntansi publik internasional. Faktor seperti kapasitas 

kelembagaan yang lebih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala 

teknis dalam implementasi standar akuntansi berbasis akrual sering kali menjadi 

hambatan dalam meningkatkan transparansi fiskal mereka. Sementara itu, negara-

negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan 

kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat  

memberikan pengaruh besar atas lanskap ekonomi global. Beberapa negara anggota 

BRICS telah menerapkan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) 

untuk meningkatkan integritas pelaporan fiskal mereka, namun, terus menghadapi 

hambatan dalam implementasi efektif standar-standar ini karena berbagai faktor 

penentu politik dan ekonomi. Sehingga menggunakan perbandingan komparatif 

antar tiga kelompok negara ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas 



3 

 

penerapan IPSAS tergantung pada kondisi lingkungan ekonomi dan tata kelola 

yang berbeda-beda antar negara. 

Berdasarkan hasil survei terbaru yang diterbitkan oleh International Budget 

Partnership (IBP) pada tahun 2023 mengungkapkan kemajuan yang cukup besar 

mengenai transparansi fiskal di negara yang menjadi sampel dalam survei. 

Pemeriksaan mencakup 120 pemerintah pusat di berbagai negara, dan temuan 

menunjukkan bahwa 45% dari administrasi yang disurvei telah mencapai tingkat 

transparansi yang tinggi. Ini merupakan indikasi yang positif dari meningkatnya 

jumlah negara yang berdedikasi untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam 

administrasi keuangan publik. Contoh pencapaian yang menonjol adalah Georgia, 

yang berhasil mencapai posisi teratas dengan mengumpulkan 87 poin dari total 100, 

sehingga mencerminkan tingkat keterbukaan yang patut dicontoh mengenai 

informasi keuangan. Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang cukup besar 

dengan mencapai skor 70 dari 100 pada tahun 2023, yang dimana Georgia 

merupakan negara yang tergabung dalam OECD dan Indonesia merupakan negara 

Non-OECD, sehingga hal ini menyiratkan bahwa adanya korelasi yang kuat pada 

negara dengan tingkat implementasi IPSAS yang lebih tinggi terhadap transparansi 

fiskal (Kartiko et al., 2018). 

Namun pada penerapannya IPSAS di berbagai negara memiliki variasi yang 

signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti budaya administratif dan 

tradisi akuntansi juga berpengaruh dalam menentukan sejauh mana IPSAS 

diadopsi. Seperti halnya pada penerapan IPSAS di Eropa yang menunjukan variasi 

yang signifikan di mana beberapa negara mengadopsinya secara penuh, sementara 

yang lain memilih adaptasi atau hanya mengadopsi sebagian standar, terutama 

untuk penerapan di Eropa yang masih berdasarkan rencana penerapan European 

Public Sector Accounting Standards (EPSAS), EPSAS dimaksudkan untuk 

meningkatkan transparansi dan harmonisasi laporan keuangan di sektor publik 

Eropa, dengan mengacu pada IPSAS tetapi tetap mempertimbangkan karakteristik 

dan kebutuhan khusus dari negara-negara Uni Eropa (Polzer et al., 2022). EPSAS 

terinspirasi oleh IPSAS, tetapi disesuaikan dengan konteks kebijakan ekonomi dan 

regulasi yang berlaku di Uni Eropa. Meskipun demikian, proyek EPSAS 

menghadapi tantangan, terutama karena standar akuntansi sektor publik di Eropa 
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masih diatur oleh hukum administrasi nasional, bukan kebijakan yang bersifat 

supranasional karena masing-masing anggota Uni Eropa masih memiliki hak 

kewenangan dalam menentukan sistem akuntansinya sendiri (Helldorff & 

Christiaens, 2023).  

Swiss adalah negara yang paling dekat dengan IPSAS karena secara langsung 

mengadopsinya dalam undang-undang nasional, dengan tujuan menghilangkan 

perbedaan dari IPSAS seiring waktu. Spanyol, Estonia, dan Inggris juga 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, meskipun Inggris lebih memilih 

menggunakan IFRS sebagai dasar sistem akuntansi pemerintah, yang memiliki 

banyak kesamaan dengan IPSAS. Estonia memiliki pendekatan pragmatis dengan 

memperbarui pedoman nasionalnya setiap tahun agar tetap selaras dengan 

perkembangan IPSAS, sementara Spanyol telah menerapkan sistem yang sebagian 

besar mengikuti IPSAS dengan beberapa penyesuaian kecil. 

Di sisi lain, beberapa negara seperti  Austria, Prancis, Swedia, dan Polandia 

memilih untuk menyesuaikan IPSAS dengan kebutuhan nasional mereka. Austria 

menerapkan IPSAS 1-32 saat reformasi akuntansi pemerintah pada 2009 tetapi 

tidak mengadopsi standar terbaru, dengan alasan menjaga konsistensi dengan 

sistem statistik Eropa (ESA). Prancis tidak secara resmi mengadopsi IPSAS tetapi 

memiliki standar akuntansi sektor publik yang hampir mirip, dikembangkan oleh 

Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNOCP), yang menyesuaikan 

beberapa aspek seperti perlakuan terhadap aset warisan dan manfaat sosial. Swedia 

memilih untuk menggunakan standar yang lebih sederhana dibandingkan IPSAS, 

dengan mengurangi kompleksitas dalam penyajian laporan keuangan dan 

menyesuaikan aturan valuasi aset dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan 

dalam akuntansi nasional. Sementara itu, Polandia mengadopsi pendekatan yang 

lebih fleksibel dengan menggabungkan standar akuntansi sektor publik dan privat, 

lebih dipengaruhi oleh IFRS daripada IPSAS. 

Islandia menerapkan IPSAS sebagai bagian dari reformasi pasca-krisis keuangan 

2008 dengan tekanan dari IMF, tetapi hanya sebagian standar yang diterapkan dan 

proses transisinya masih berlangsung. Beberapa standar seperti IPSAS 6 tentang 
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konsolidasi laporan keuangan masih dievaluasi karena dianggap terlalu kompleks 

untuk skala pemerintahan Islandia.  

Penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara implementasi IPSAS 

berbasis akrual dan transparansi fiskal, namun masih terdapat beberapa celah 

penelitian yang belum dijawab secara komprehensif. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Kartiko et al., (2018) mengukur tingkat implementasi IPSAS dan 

menguji hubungannya dengan transparansi fiskal pada pemerintahan pusat 

menggunakan data dari 77 negara. Meskipun hasil dari penelitian ini menyatakan 

jika penerapan akuntansi berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan 

transparansi fiskal, studi ini belum secara spesifik membandingkan perbedaan 

tingkat implementasi IPSAS di antara negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. 

Oleh karena itu, masih diperlukan analisis lebih mendalam untuk memahami 

bagaimana faktor ekonomi dan tata kelola di masing-masing kelompok negara 

memengaruhi efektivitas implementasi IPSAS dalam meningkatkan transparansi 

fiskal.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Castañeda-Rodríguez, (2022) 

menyatakan jika variabel seperti partisipasi politik warga negara dan kebebasan 

media memiliki peran lebih besar dalam menentukan transparansi fiskal 

dibandingkan dengan tingkat implementasi IPSAS itu sendiri. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa faktor kontekstual dapat mempengaruhi efektivitas IPSAS 

dalam meningkatkan transparansi fiskal. Namun, penelitian ini masih 

menggunakan pendekatan cross-sectional dan belum menggali secara mendalam 

bagaimana implementasi IPSAS berkembang dalam berbagai kategori negara. Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilengkapi dengan pendekatan komparatif untuk 

memahami faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas IPSAS berbeda di berbagai 

kelompok negara. Hal ini sama seperti studi yang dilakukan oleh Balogun & 

Fatogun, (2022) mengkaji dampak adopsi IPSAS terhadap akuntabilitas keuangan, 

transparansi, dan kredibilitas pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan 

daerah di negara bagian Ogun. Namun pada hasilnya adopsi IPSAS hanya 

berpengaruh terhadap akuntabilitas, dan tidak menunjukan pengaruhnya terhadap 

transparansi fiskal, hal ini membuktikan terdapat pengaruh lain yang dapat 
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memengaruhi transparansi fiskal, dan tidak hanya berasa dari penerapan IPSAS 

saja. 

Penelitian lain oleh Felix Idoko, (2018) berfokus pada implementasi IPSAS di 

Nigeria dan menemukan adanya hubungan positif antara penerapan IPSAS dengan 

transparansi dan akuntabilitas fiskal. Namun, penelitian ini terbatas pada satu 

negara dan belum mempertimbangkan perbedaan implementasi IPSAS di negara 

dengan tingkat pembangunan ekonomi dan kapasitas kelembagaan yang berbeda. 

Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun IPSAS berkontribusi pada 

transparansi fiskal, faktor pendukung seperti regulasi yang kuat dan kapasitas 

administratif yang memadai tetap menjadi elemen kunci dalam keberhasilan 

implementasinya.  

Lebih lanjut, penelitian oleh Badze & Shumba, (2024) membahas tantangan 

implementasi IPSAS di Zimbabwe dan mengidentifikasi hambatan seperti 

keterbatasan dana, resistensi dari birokrasi pemerintah, dan kurangnya keterlibatan 

pemangku kepentingan. Studi ini mengungkap bahwa kendala-kendala tersebut 

dapat menghambat penerapan IPSAS secara penuh dan mereduksi dampaknya 

terhadap transparansi fiskal meskipun pada hasil penelitian ini penerapan IPSAS 

masih memiliki kontribusi yang sginifikan. Namun, penelitian ini berfokus pada 

tantangan domestik tanpa melakukan perbandingan dengan negara lain yang 

mungkin menghadapi kondisi serupa.  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan maka 

penulis mengambil keterbaharuan dengan menggunakan studi komparatif antar tiga 

kelompok negara untuk memahami bagaimana tingkat implementasi IPSAS 

berdampak pada transparansi fiskal dalam berbagai kelompok negara, oleh karena 

itu penulis mengambil judul penelitian: “Pengaruh Tingkat Impelementasi 

IPSAS Berbasis Akrual Terhadap Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat 

(Studi Komparatif Negara OECD, Non-OECD, BRICS”, berdasarkan tahun 

anggaran 2015, 2017, 2019,2021 dan 2023. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1 Apakah tingkat implementasi IPSAS berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap transparansi fiskal? 

2 Apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat implementasi IPSAS antar 

kelompok negara OECD, Non-OECD dan BRICS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1 Menganalisis pengaruh tingkat implementasi IPSAS  terhadap transparansi 

fiskal. 

2 Mengukur perbandingan tingkat implementasi IPSAS antar negara OECD, 

Non-OECD dan BRICS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai 

pihak diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur untuk 

menawarkan wawasan empiris berdasarkan pengamatan nyata tentang bagaimana 

penerapan IPSAS bisa meningkatkan transparansi fiskal. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang biasanya menganggap hubungan antara standar 

akuntansi dan transparansi sama di semua negara, penelitian ini secara spesifik 

membandingkan pengaruh penerapan IPSAS pada tiga kelompok negara yang 

berbeda, yaitu negara-negara OECD, negara Non-OECD, dan negara BRICS. Hasil 

ini juga bisa menjadi dasar bagi peneliti di masa depan untuk mencari dan menguji 

faktor-faktor lain selain standar akuntansi yang memengaruhi tingkat transparansi 

fiskal, terutama di negara-negara yang memiliki karakteristik berbeda. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian  ini dapat menawarkan pemahaman bagi pemerintah pusat di berbagai 

negara, terutama yang termasuk dalam penelitian, mengenai pentingnya 

menerapkan IPSAS berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi fiskal dan 

tanggung jawab keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah 

dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif mengenai pengelolaan 

keuangan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Isomorfisme Institusional 

Teori isomorfisme institusional diperkenalkan oleh Paul J. DiMaggio dan Walter 

W. Powell dalam artikel mereka yang berjudul "The Iron Cage Revisited: 

Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields" 

yang diterbitkan pada tahun 1983. Teori Isomorfisme institusional didefinisikan 

sebagai proses organisasi dalam suatu lingkungan menjadi semakin mirip satu sama 

lain sebagai akibat dari tekanan dari berbagai faktor lingkungan (DiMaggio & 

Powell, 2000). Isomorfisme institusional merujuk pada proses di mana organisasi 

beradaptasi dengan norma dan praktik yang berlaku di lingkungan mereka sebagai 

reaksi terhadap tekanan internal dan eksternal, dengan tujuan untuk mendapatkan 

legitimasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketidakpastian dalam 

operasional mereka. Terdapat tiga mekanisme utama dalam proses isomorfisme 

institusional, yaitu isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif.  

Isomorfisme koersif muncul sebagai akibat dari tekanan eksternal, seperti regulasi 

pemerintah, persyaratan internasional, atau ekspektasi dari organisasi global yang 

mendorong adopsi praktik tertentu. Dalam konteks implementasi IPSAS berbasis 

akrual, banyak negara mengadopsi standar ini karena adanya tekanan dari 

organisasi internasional seperti IMF, OECD, Bank Dunia, dan Uni Eropa, yang 

mendorong reformasi akuntansi sektor publik guna meningkatkan transparansi 

fiskal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Christiaens et al., 2014) mencatat 

adanya tekanan dari pihak eksternal yaitu IMF (Internasional Monetary Fund) dan 

Bank Dunia yang mendorong penggunaan IPSAS oleh berbagai negara dalam 

rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tekanan ini memengaruhi 

keputusan pemerintah untuk mengadopsi IPSAS guna mencapai legitimasi di mata 
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komunitas internasional serta memperkuat transparansi fiskal. Dalam studi yang 

dilakukan oleh  Polzer et al., (2022) menunjukkan bahwa restrukturasi akuntansi 

berbasis akrual yang oleh IPSAS sering kali merupakan hasil dari tekanan politik 

dan ekonomi global, di mana negara-negara yang bergantung pada bantuan luar 

negeri atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional harus menyesuaikan 

sistem akuntansi mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga 

tersebut. 

Di samping itu, isomorfisme mimetik muncul ketika organisasi menghadapi 

ketidakpastian dan memutuskan untuk mencontoh praktik organisasi lain yang 

dianggap lebih berhasil. Dalam penerapan IPSAS, negara-negara berkembang 

sering kali mencontoh praktik yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju, 

khususnya anggota G20 dan OECD, yang lebih dulu mengimplementasikan 

akuntansi berbasis akrual sebagai bagian dari reformasi transparansi fiskal (Fahmid 

et al., 2020). Proses tiru-meniru ini sering dipacu oleh kebutuhan negara-negara 

berkembang untuk meningkatkan kepercayaan laporan keuangan mereka di 

hadapan investor dan lembaga donor internasional. 

Sementara itu, isomorfisme normatif berhubungan dengan profesionalisasi di mana 

orang dalam suatu bidang cenderung mengadopsi norma dan standar serupa akibat 

latar belakang pendidikan dan keterikatan profesional mereka. Dalam penerapan 

IPSAS, komunitas akuntansi profesional, seperti International Federation of 

Accountants (IFAC), memainkan peran penting dalam mendistribusikan standar ini 

lewat program pelatihan, sertifikasi profesional, dan jaringan akademik. Penelitian 

Christiaens et al., (2014) mengungkapkan bahwa keberadaan asosiasi akuntansi 

global dan peningkatan kapasitas profesional dalam akuntansi publik mempercepat 

penerapan IPSAS di berbagai negara. Hal ini terjadi karena akuntan yang terlatih 

dalam standar internasional cenderung mendorong pemerintah mereka untuk 

mengadopsi sistem yang sesuai dengan praktik terbaik global. 
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2.1.2 Teori Agensi 

Teori agensi diperkenalkan  oleh  Jensen  dan  Meckling  pada  tahun 1976, Teori 

ini menjelaskan hubungan secara kontrak di mana satu atau lebih pihak, yang 

disebut prinsipal, mempercayakan pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan suatu 

layanan atas nama mereka, serta memberi wewenang kepada agen untuk 

mengambil keputusan dalam proses tersebut (Jensen et al., 1976). Teori ini 

didasarkan pada asumsi bahwa baik pihak prinsipal maupun pihak agen merupakan 

individu yang memprioritaskan kepentingan pribadinya, sehingga berpotensi terjadi 

bahwa pihak agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pihak prinsipal. 

Teori ini relevan dalam membahas hubungan antara pemerintah  (agent) yang 

memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam pelaporan fiskal dan publik 

(principal) yang memiliki hak berupa penerimaan informasi keuangan pemerintah 

yang transparan dan akurat. Dalam konteks implementasi IPSAS, teori ini juga 

berfungsi meminimalkan perihal asymmetric information atau kondisi salah satu 

pihak yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya, semakin 

tinggi tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah, semakin kecil 

kemungkinan terjadinya asymmetric information antara pemerintah dan 

masyarakat. 

2.1.3 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling  dan  Pfeffer pada tahun 

1975, Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi berusaha untuk beroperasi 

dalam batasan norma dan nilai sosial yang diterima oleh masyarakat agar dapat 

mempertahankan keberlanjutan mereka (Deegan, 2019). Teori legitimasi 

beranggapan bahwa keberhasilan fungsi suatu organisasi tergantung pada cara 

organisasi itu memperlihatkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan harapan 

masyarakat, sehingga mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang "sah" atau 

"legitimate".  

Dalam konteks adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 

teori legitimasi menjelaskan cara-cara pemerintah sebagai entitas publik berusaha 

untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi di depan 
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masyarakat serta pemangku kepentingan lain salah satunya melalui transparansi 

fiskal. Pemerintah di berbagai negara menghadapi dorongan untuk menjamin 

bahwa pengelolaan keuangan mereka mematuhi standar internasional yang diakui 

secara umum, termasuk IPSAS berbasis akrual, agar dapat memenuhi ekspektasi 

masyarakat terhadap transparansi. Selain itu, adopsi IPSAS juga dapat dilihat 

sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari organisasi 

internasional seperti IMF, OECD, dan Bank Dunia, yang sering kali mendorong 

penerapan IPSAS berbasis akrual. 

 

2.2 Tingkat Implementasi IPSAS Berbasis Akrual 

Tingkat Implementasi IPSAS berbasis akrual adalah acuan sejauh mana pemerintah 

antar negara mengadopsi dan menerapkan standar akuntansi publik berbasis akrual 

dalam pelaporan keuangan dan praktik akuntansi mereka (Kartiko et al., 2018). 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) merupakan serangkaian 

standar akuntansi yang dirancang oleh International Public Sector Accounting 

Standards Board (IPSASB) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

laporan keuangan sektor publik antar negara. IPSAS berbasis akrual mengharuskan 

pengakuan pendapatan dan beban ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau 

dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi 

keuangan dan kinerja suatu pemerintah. Standar ini mencakup berbagai aspek 

akuntansi, seperti pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar, 

penyajian laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, serta laporan arus kas 

yang lebih informatif   

Menurut Felix Idoko, (2018) tingkat implementasi IPSAS (Standar Akuntansi 

Sektor Publik Internasional) mengacu pada sejauh mana standar ini telah diadopsi 

dan diintegrasikan ke dalam praktik akuntansi sektor publik suatu negara. Tingkat 

implementasi IPSAS berbasis akrual dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

tahapan, mulai dari komitmen awal pemerintah dalam mengadopsi standar ini, 

penerapan dalam kebijakan akuntansi nasional, hingga integrasi penuh dalam 

sistem pelaporan keuangan publik Penerapan IPSAS berbasis akrual diharapkan 

dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan pengelolaan sumber daya publik, 
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serta memperkuat akuntabilitas fiskal dengan memberikan informasi yang lebih 

lengkap dan dapat dibandingkan secara internasional. 

 

2.3 Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat 

Transparansi fiskal pemerintah pusat adalah konsep penting dalam manajemen 

keuangan publik yang menekankan kejelasan dan keterbukaan informasi keuangan 

pemerintah (Castañeda-Rodríguez, 2022).  Transparansi fiskal menjadi salah satu 

faktor fundamental dalam tata kelola keuangan publik karena mampu 

menggambarkan keterbukaan pemerintah terkait keadaan keuangan yang 

sebenarnya terhadap publik. Menurut International Monetary Fund (IMF) 

transparansi fiskal merupakan keterbukaan pemerintah dalam mengungkapkan 

informasi keuangan secara akurat. Hal ini menyatakan bahwa transparansi fiskal 

tidak hanya berbicara terkait keterbukaan tetapi juga mengenai ketepatan 

pemerintah melaporan kondisi fiskal yang sebenarnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Montes et al., (2019), transparansi 

fiskal mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dengan mana pemerintah 

mengelola informasi keuangannya, terutama mengenai proses anggaran dan 

rekening publik. Transparansi fiskal terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pemerintahan dan efisiensi belanja negara. Mereka mengidentifikasi dua 

jalur pengaruh utama, yaitu jalur tidak langsung melalui pengurangan tingkat utang 

publik, serta jalur langsung melalui peningkatan akuntabilitas publik yang pada 

gilirannya mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya dan pelaksanaan 

anggaran.  

Dalam perspektif reformasi atau restrukturasi praktik pengelolaan keuangan publik 

(Public Financial Management), transparansi fiskal menjadi kebutuhan utama dari 

berbagai pemerintah negara di dunia, yang tidak dapat terlepas dari kualitas 

pelaporan keuangan pemerintah, sehingga pemerintah dari berbagai negara 

menerapkan suatu standar akuntansi publik internasional dengan tujuan 

meningkatkan transparansi fiskal. Merujuk pada laporan open budget index bentuk 

dari transparansi fiskal atau keterbukaan informasi keuangan dapat dilihat dari 

dokumen seperti laporan pra-anggaran, rancangan anggaran pemerintah, anggaran 
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yang disahkan, ringkasan anggaran untuk publik, laporan realisasi, laporan 

pertanggungjawaban, dan laporan audit, dokumen atau laporan ini lah yang mnejadi 

indikator pengukuran transparansi fiskal oleh international budget partnership 

pada laporan open budget index. 

 

2.4 PDB per Kapita 

PDB per kapita adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi output 

ekonomi rata-rata per orang di suatu negara (M. V. Cimpoeru & Cimpoeru, 2015). 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita melambangkan ambang pendapatan rata-

rata penduduk suatu negara dan sering digunakan sebagai indikator tingkat 

kemajuan ekonomi dan kemampuan fiskal suatu negara. Negara-negara yang 

menunjukkan peningkatan PDB per kapita biasanya memiliki sumber daya yang 

lebih memadai untuk menumbuhkan mekanisme pelaporan keuangan yang 

transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cimpoeru & 

Cimpoeru, (2015), dipastikan bahwa PDB per kapita memiliki korelasi positif dan 

substanțial dengan regulasi korupsi, di mana peningkatan PDB per kapita sebesar 

1000 USD dapat menambah indeks pengendalian korupsi sebanyak 0,75 poin. Ini 

menyiratkan jika negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung 

menunjukkan tata kelola yang unggul, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan 

transparansi fiskal. Oleh karena itu, memasukkan PDB per kapita sebagai variabel 

kontrol membantu mengisolasi pengaruh langsung dari pengukuran implementasi 

IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat. 
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2.5 Indeks Korupsi 

Menurut V. M. Cimpoeru, (2015) indeks korupsi merupakan ukuran yang 

mencerminkan tinggi rendahnya tingkat korupsi dalam suatu negara, yang dimana 

indeks ini menunjukkan bagaimana pejabat publik dapat menyalahgunakan 

kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. 

Indeks Korupsi berfungsi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk men

gevaluasi tingkat integritas dan pengelolaan pemerintahan yang dapat berdampak 

pada transparansi fiskal suatu negara. Studi oleh Haque & Neanidis, (2009) 

menunjukkan bahwa terdapat  hubungan negatif yang signifikan antara transparansi 

anggaran, yang diukur melalui Open Budget Index (OBI), dan tingkat korupsi yang 

diukur melalui Corruption Perceptions Index (CPI). Sehingga negara yang 

memiliki tingkat korupsi yang tinggi akan cenderung memiliki transparansi fiskal 

yang rendah. 

2.6 Indeks Demokrasi 

Indeks demokrasi adalah ukuran yang mengevaluasi kondisi demokrasi di negara-

negara seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Leroy et al., (2021) 

menunjukkan hubungan yang signifikan, positif, dan kuat antara tingkat demokrasi 

dan transparansi fiskal, menunjukkan bahwa negara-negara yang dicirikan oleh 

tingkat demokrasi yang lebih tinggi lebih cenderung menunjukkan anggaran fiskal 

terbuka dan akses yang lebih luas ke informasi yang berkaitan dengan kebijakan 

fiskal.  Oleh karena itu, penggunaan indeks demokrasi sebagai variabel kontrol 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketelitian pemeriksaan dan 

mengurangi potensi bias yang mungkin berasal dari variasi kerangka politik di 

antara negara yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut kajian peneliti terdahulu yang digunakan sebagai sumber referensi 

pemikiran dalam menyusun hipotesis penelitian: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Variabel Hasil Penelitian 

1. Admore 

Badze, 

Florence 

Shumba 

(2024) 

• Variabel X: 

Dukungan 

Pemerintah dan 

Kemauan Politik, 

Pelatihan dan 

Peningkatan 

Kapasitas, 

Pendanaan dan 

Sumber Daya, 

Keterlibatan 

Pemangku 

Kepentingan 

• Variabel Y: 

Keberhasilan 

Implementasi 

IPSAS, Tantangan 

yang Dihadapi, 

Kualitas Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian ini adalah adopsi 

IPSAS berbasis akrual telah 

meningkatkan akurasi dan 

kelengkapan laporan keuangan 

pemerintah, termasuk pencatatan 

aset, kewajiban, dan biaya secara 

komprehensif pada negara 

Zimbabwe. 

 

 

2.  

 

Víctor 

Castañeda-

Rodríguez 

(2022) 

 

• Variabel X: 

Implementasi 

IPSAS 

• Variabel Y: 

Transparansi Fiskal 

dan Akuntabilitas 

 

Studi ini menemukan bahwa 

tingkat partisipasi politik warga 

negara dan kebebasan media 

merupakan faktor yang lebih 

signifikan dalam menganalisis 

perbedaan transparansi dan 

akuntabilitas fiskal daripada 

tingkat implementasi IPSAS 

(Standar Akuntansi Sektor Publik 

Internasional). 

 

 

3. 

 

Sherif B. 

Balogun & 

 

• Variabel X: Adopsi 

IPSAS 

 

Penelitian ini menemukan bahwa 

penerapan IPSAS berpengaruh 
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Olukunle I. 

Fatogun 

(2022) 

• Variabel Y: 

Akuntabilitas & 

Transparansi  

signifikan pada akuntabilitas, tetapi 

tidak signifikan terhadap 

transparansi. 

 

4. 

 

Tobias Polzer, 

Giuseppe 

Grossi & 

Christoph 

Reichard 

(2022) 

 

Tidak menggunakan 

variabel kuantitatif; 

fokus pada tingkat 

implementasi IPSAS 

dan alasan deviation 

antar negara 

 

Penelitian ini berfokus untuk 

membandingkan tingkat variasi 

adopsi IPSAS di Eropa dan 

ditemukan variasi besar dalam 

adopsi IPSAS karena faktor 

ekonomi, budaya administratif, dan 

tekanan institusional. 

 

5. 

 

Carlos 

Augusto 

Rincón-Soto, 

Mauricio 

Gómez-

Villegas 

(2020) 

 

Tidak menggunakan 

variabel kuantitatif 

 

Penelitian ini menyatakan tidak 

ditemukan signifikansi perbedaan 

variasi adopsi IPSAS di 14 negara. 

Perbedaan tingkat implementasi 

bukan berasal dari status negara 

OECD/BRICS/Non-OECD, tapi 

lebih pada kondisi politik, teknis, 

dan legitimasi lokal. 

 

6. 

 

Tobias Polzer, 

Levi Gårseth-

Nesbakk, 

Pawan 

Adhikari 

(2019) 

 

Tidak menggunakan 

variabel kuantitatif, 

berfokus pada 

perbandingan tingkat 

implementasi IPSAS 

 

Penelitian ini berfokus untuk 

membandingkan tingkat variasi 

adopsi IPSAS di 34 negara yang 

terdiri dari negara berkembang dan 

negara maju. Hasil menunjukan 

tidak ditemukan perbedaan yang 

signifikan dalam variasi tingkat 

adopsi IPSAS. 

 

7. 

 

Ogbuagu, N. 

M & Onuora, 

J. K. J (2019) 

 

• Variabel X: Adopsi 

IPSAS 

• Variabel Y: 

Akuntabilitas & 

Transparansi 

 

Berdasarkan analisis statistik 

(Wilcoxon) menunjukkan adanya 

perubahan setelah adopsi IPSAS, 

hasilnya menyatakan bahwa adopsi 

IPSAS memiliki pengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas 

dan transparansi fiskal dalam 

ambang signifikansi 0,05%. 

8. Innocent 

Felix Idoko, 

Susan Peter 

Teru, 

• Variabel X: 

Implementasi 

IPSAS 

Penerapan Standar Akuntansi 

Sektor Publik Internasional 

(IPSAS) di Nigeria 

mengungkapkan bahwa meskipun 
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Mustapha 

TafidaAminu 

(2018) 

• Variabel Y: 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

ada korelasi yang lemah (r = 0,20) 

antara implementasi IPSAS dan 

tingkat transparansi dan 

akuntabilitas di sektor publik, 

hubungan ini cukup signifikan 

untuk menolak hipotesis nol tidak 

ada korelasi. Namun, studi ini juga 

menyoroti bahwa IPSAS saja tidak 

cukup untuk memastikan 

transparansi penuh tanpa kerangka 

peraturan tambahan dan tenaga 

kerja terampil, karena tantangan 

seperti pendidikan yang tidak 

memadai dan keterlibatan ahli 

dapat menghambat efektivitasnya. 

 

 

9. 

 

S. W. Kartiko, 

H. Rossieta, 

D. Martani, T. 

Wahyuni 

(2018) 

 

• Variabel X:  

Impelemntasi 

IPSAS Basis 

Akrual. 

• Variabel Y: 

Transparansi Fiskal 

Pemerintah Pusat. 

 

 

Penelitian ini menemukan bahwa 

implementasi IPSAS berbasis 

akrual berhubungan positif dan 

signifikan dengan transparansi 

fiskal, ditunjukkan melalui analisis 

511 pengamatan dengan skor 

transparansi fiskal dari Open 

Budget Index (OBI). Studi ini 

menggunakan regresi panel dan 

mengembangkan indeks tingkat 

akrual yang mencakup aspek 

penting, seperti laporan kinerja 

keuangan. Implikasi bagi 

pemerintah pusat adalah untuk 

meningkatkan praktik akuntansi 

akrual secara strategis guna 

meningkatkan transparansi fiskal. 

10. Caridad Marti 

and Yulia 

Kasperskaya 

(2015) 

• Variabel X:  

Karakteristik Public 

Financial 

Manajemen (PFM) 

• Variabel Y: Tata 

KelolaPemerintahan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan IPSAS 

cenderung lebih berpengaruh 

terhadap transparansi fiskal 

terutama pada negara maju 

dibandingkan pada negara 

berkembang. 
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2.8 Kerangka Penelitian 

 Berikut merupakan alur kerangka dari penelitian ini:  

 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 

Keterangan: 

X   = Tingkat Implementasi IPSAS Berbasis Akrual 

Y   = Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat 

C   = PDB Per kapita, Tingkat Korupsi dan Indeks Demokrasi 

   = Pengaruh X terhadap Y 

   = Pengaruh Variabel yang dikendalikan (variabel kontrol) 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1  Pengaruh Tingkat Implementasi IPSAS Terhadap Transparansi Fiskal 

Pada teori agensi yang dirumuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan 

antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat, badan legislatif, atau 

pemangku kepentingan lainnya) sering dicirikan oleh asimetri informasi yang 

menciptakan peluang untuk perilaku oportunistik. Di ranah sektor publik, 

pemerintah memiliki kekuasaan atas administrasi keuangan publik tetapi tidak 

selalu disertai dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara 

komprehensif kepada masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan manifestasi 

perilaku manipulatif dalam pelaporan anggaran, yang pada akhirnya mengurangi 

tingkat akuntabilitas dan transparansi fiskal.  

Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional berbasis akrual (IPSAS) 

dikemukakan untuk secara efektif mengatasi masalah ini dengan menyajikan 

informasi keuangan yang lebih transparan, tepat, dan akurat mencerminkan kondisi 

keuangan pemerintah dengan cara yang lebih komprehensif. Laporan keuangan 

berbasis akrual tidak hanya mencatat transaksi tunai tetapi juga mempertimbangkan 

aset, kewajiban, dan pendapatan atau pengeluaran yang belum direalisasi. Hal ini 

memungkinkan pengguna laporan keuangan, untuk memperoleh pandangan yang 

lebih holistik mengenai posisi keuangan dan kinerja fiskal pemerintah. Sejumlah 

besar penelitian sebelumnya mendukung hipotesis ini, termasuk penelitian Kartiko 

et al., (2018) dan Felix Idoko, (2018), yang menemukan bahwa adopsi IPSAS 

secara signifikan berkontribusi pada peningkatan transparansi fiskal. 

Dari perspektif teori isomorfisme institusional, penerapan IPSAS oleh suatu negara 

mencerminkan tekanan eksternal dan internal menuju penyelarasan dengan praktik 

akuntansi internasional. Tekanan normatif berasal dari kalangan profesional dan 

akademis yang menganjurkan negara-negara untuk mengadopsi standar pelaporan 

keuangan yang diakui secara global. Tekanan koersif dapat berasal dari organisasi 

donor internasional seperti IMF dan world bank yang mengamanatkan pelaporan 

keuangan berbasis akrual sebagai syarat bantuan teknis atau pinjaman fiskal. Selain 

itu, tekanan mimetik muncul ketika negara-negara berusaha untuk mereplikasi 

praktik terbaik negara-negara yang sebelumnya telah berhasil dalam reformasi 
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pelaporan fiskal. Implementasi IPSAS menjadi simbol bahwa suatu bangsa 

berdedikasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparansi fiskal. 

Dalam pandangan teori legitimasi, pelaporan keuangan berbasis IPSAS juga 

berfungsi sebagai strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dan 

mempertahankan legitimasi dalam persepsi publik maupun masyarakat 

internasional. Legitimasi tersebut tidak hanya simbolis tetapi juga substantif ketika 

negara secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip akrual dan 

mengintegrasikannya ke dalam proses penganggaran dan pelaporan. Terlepas dari 

tantangan yang terkait dengan penerapan IPSAS, keberadaan standar ini tetap 

menjadi indikator signifikan dalam mengevaluasi tingkat keterbukaan dan 

transparansi fiskal suatu negara (Badze & Shumba, 2024). Akibatnya, hipotesis 

bahwa tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual memberikan pengaruh positif pada 

transparansi fiskal memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat. 

H1: Tingkat Implementasi IPSAS Berbasis Akrual Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat 

2.9.2 Perbedaan Tingkat Implementasi IPSAS Antar Kelompok Negara 

OECD, Non-OECD, dan BRICS 

Dalam kerangka teori agensi, perbedaan ini terkait erat dengan tingkat pengawasan 

publik dan kemampuan institusi untuk mendorong transparansi. Negara-negara 

OECD biasanya menggunakan sistem demokrasi yang lebih mengakar, tingkat 

partisipasi publik yang tinggi, serta lembaga regulasi yang kuat. Hal ini 

menimbulkan peluang yang tinggi bagi pemerintah untuk merangkul standar 

pelaporan transparan seperti IPSAS, untuk mengurangi kecurigaan publik 

mengenai tata kelola keuangan negara. 

Bersamaan dengan itu, negara-negara Non-OECD dan BRICS sering menghadapi 

hambatan struktural seperti kapasitas administrasi yang lemah, oposisi atau 

resistensi birokrasi, keterbatasan fiskal, dan iklim politik yang tidak stabil. Dalam 

sudut pandang isomorfisme institusional, perbedaan dalam tekanan normatif dan 

koersif di antara negara-negara ini juga memberikan pengaruh. Negara-negara 

OECD cenderung mengalami tekanan normatif yang lebih besar dari komunitas 
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internasional untuk sepenuhnya menerapkan IPSAS, sedangkan negara-negara non-

OECD dan BRICS sering terlibat dalam adopsi hanya sebagian atau simbolis karena 

hambatan internal dan kendala sumber daya. 

Selain itu, dari sudut pandang teori legitimasi, negara-negara berkembang dalam 

kelompok Non-OECD dan BRICS dapat memanfaatkan adopsi IPSAS sebagai 

mekanisme strategi legitimasi eksternal. Dalam konteks ini, implementasi IPSAS 

tidak secara eksklusif diarahkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, 

melainkan berfungsi sebagai instrumen diplomatik untuk mengumpulkan dukungan 

atau kepercayaan dari para pemangku kepentingan internasional. Hal ini 

menimbulkan adopsi yang tidak merata dan menimbulkan perbedaan dalam tingkat 

adopsi antar negara. Studi yang dilakukan oleh Polzer et al., (2022) dan Martí & 

Kasperskaya, (2015) menggambarkan variasi yang nyata dalam pola adopsi dan 

penerapan IPSAS antar negara, yang dipengaruhi oleh lingkungan politik, sosial, 

dan ekonomi masing-masing.  

H2: Terdapat Perbedaan Signifikan Tingkat Implementasi IPSAS antar 

kelompok negara OECD, Non-OECD dan BRICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan 

analitis. Penelitian kuantitatif digunakan karena keterlibatannya dalam 

pengumpulan dan pemeriksaan data numerik yang berkaitan dengan tingkat 

penerapan IPSAS berbasis akrual dan korelasinya dengan transparansi fiskal pada 

pemerintah pusat di berbagai negara. Metodologi deskriptif berusaha untuk 

menjelaskan tingkat pelaksanaan IPSAS berbasis akrual di negara-negara yang 

dianalisis, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menguji hubungan 

antara tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan transparansi fiskal melalui 

metode statistik. Penelitian ini juga menerapkan analisis regresi data panel untuk 

menguji pengaruh tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi 

fiskal. Data sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling yang 

diambil total populasi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh negara yang resmi diakui oleh PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan total 193 negara, yang dimana dari 193 

negara ini sudah terdapat negara yang tergabung dalam OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), Non-OECD dan BRICS (Brazil, 

Russia, India, China, South Africa). 
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3.2.2 Sampel 

Dalam penentuan sampel penelitian disini peneliti menggunakan purposive 

sampling. Dalam menggunakan metode ini peneliti menetukan beberapa kriteria 

yang dapat dipenuhi oleh negara populasi agar dapat digunakan sebagai sampel 

penelitian, terdiri dari tiga kriteria yaitu: 

1. Laporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual sebagian atau penuh  

2. Negara telah menerapkan IPSAS lebih dari 5 tahun  

3. Negara terdaftar dalam open budget survey 

Tujuan peneliti menggunakan kriteria ini adalah untuk meminimalisir potensi bias 

dalam pemilihan sampel. Hal ini juga memungkinkan hasil yang akurat dalam 

tingkat implementasi IPSAS dan transparansi fiskal dari setiap negara. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpuan 

data sekunder. Data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi yang berkaitan 

dengan topik penelitian, khususnya mengenai penerapan IPSAS berbasis akrual dan 

transparansi fiskal di negara-negara yang diambil sampel untuk penelitian. 

Publikasi dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional dan 

organisasi terkait yang kredibel akan menjadi data utama dalam penelitian ini. 

Beberapa sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Open Budget Index (OBI) yang diterbitkan oleh International Budget 

Partnership (IBP). Indeks ini menyediakan data mengenai tingkat 

transparansi fiskal dari berbagai negara, yang mencakup informasi tentang 

ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas dokumen anggaran yang 

dipublikasikan oleh pemerintah. 

2. Laporan keuangan dan data Dokumen resmi pemerintah pusat dari 

berbagai negara yang menjadi sampel penelitian, yang diakses melalui 

publikasi resmi dan database yang disediakan oleh lembaga internasional 

seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), IMF (International Monetary Fund), dan World Bank. Data 
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ini digunakan untuk mengukur tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual 

dan mengevaluasi komitmen pemerintah terhadap standar akuntansi 

internasional. 

3. Data ekonomi dan sosial yang relevan untuk variabel kontrol, seperti GDP 

per kapita, indeks demokrasi, dan tingkat korupsi, yang diperoleh dari 

sumber-sumber data ekonomi global seperti World Bank, United Nations 

serta laporan tahunan dari lembaga statistik nasional. 

4. Publikasi akademik dan literatur terkait yang mencakup studi-studi 

terdahulu, artikel jurnal, dan laporan penelitian lainnya yang relevan dengan 

topik penerapan IPSAS dan transparansi fiskal. Literatur ini digunakan 

untuk memperkuat landasan teori serta memberikan konteks terhadap hasil 

analisis data. 

Pengumpulan data sekunder ini dipilih karena sifatnya yang lebih praktis dan 

efisien dalam mendapatkan informasi yang luas dari berbagai negara, serta karena 

data yang tersedia telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh lembaga yang 

kredibel. Selain itu, penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian ini untuk 

menganalisis hubungan antarvariabel dalam skala yang lebih besar dan lintas 

negara, dengan memanfaatkan informasi yang tersedia secara komprehensif. 

 

3.4 Teknik Pengukuran Data  

Metode analisis konten (content analysis) dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan penilaian atau pengukuran dari data yang digunakan dari masing-

masing variabel. Analisi konten adalah metode penelitian untuk mengukur data 

dengan memanfaatkan pembacaan konsensual dari informasi yang tersedia dari data 

yang digunakan (Bachl & Scharkow, 2017). Metode ini memungkinkan penulis 

untuk mengidentifikasi data dengan baik. 

Analisis konten dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, menentukan kriteria 

pengukuran masing-masing variabel. Kedua, penulis menetapkan data yang relevan 

dengan penelitian, seperti laporan keuangan pemerintah pusat antar negara. Ketiga, 

Penulis melakukan proses coding atau pembacaan data secara teliti, kemudian 

mengidentifikasi bagian yang sesuai dengan kriteria pengukuran. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel berfungsi untuk menjelaskan cara mengukur variabel 

penelitian secara rinci. Variabel adalah suatu sifat atau nilai yang dimiliki oleh 

seseorang atau suatu kegiatan, yang memiliki variasi tertentu dan ditentukan oleh 

peneliti untuk dikaji serta dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan (Sugiyono 

& Lestari, 2021).  

3.5.1 Variabel Dependen  

Transparansi fiskal sebagai variabel dependen penelitian ini didefinisikan oleh 

Castañeda-Rodríguez, (2022)  sebagai konsep penting dalam manajemen keuangan 

publik yang menekankan kejelasan dan keterbukaan informasi keuangan 

pemerintah. Variabel ini diukur dengan skor  open budget index (OBI), disertai 

dengan rentang skala pengukuran yang digunakan juga dalam penelitian Kartiko et 

al., (2018) yaitu sebagai berikut: 

• 0–20: Scant or No Information Available 

Pada kategori ini, pemerintah hampir tidak memberikan informasi keuangan 

kepada masyarakat. Dokumen penting terkait informasi keuangan tidak 

diterbitkan atau hanya sedikit tersedia, sehingga publik tidak bisa 

mengetahui bagaimana posisi atau kondisi keuangan pemerintah  dibuat dan 

digunakan. 

• 21–40: Minimal Information Available  

Pada kategori ini, pemerintah mulai memberikan sedikit informasi tentang 

anggaran, tetapi informasinya sangat terbatas dan tidak cukup untuk 

memastikan transparansi publik. Contohnya, hanya ada ringkasan informasi 

keuangan tanpa detail mengenai pengeluaran dan pemasukan, atau 

dokumen keuangan  diterbitkan tetapi tidak dalam waktu yang tepat. Tingkat 

transparansi keuangan di bidang ini masih rendah karena akses masyarakat 

terhadap data keuangan hanya terbatas pada formalitas saja. 

• 41–60: Limited Information Available 

Pada kategori ini, transparansi fiskal sudah lebih baik karena beberapa 

dokumen penting sudah tersedia, seperti rancangan anggaran dan laporan 

realisasi. Namun, informasi yang diberikan belum lengkap dan kadang tidak 
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konsisten. Masyarakat bisa menilai sebagian kebijakan fiskal, tetapi ruang 

untuk ikut campur dan ketersediaan informasi masih terbatas. 

• 61–80: Substantial Information Available  

Pada kategori ini, sebagian besar informasi keuangan tersedia dan bisa 

diakses oleh publik, mulai dari dokumen perencanaan, laporan realisasi, 

hingga hasil audit. Tingkat transparansi fiskal dalam kategori ini dinilai 

cukup baik karena pemerintah menunjukkan komitmen untuk membuka 

data anggaran, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, 

seperti kualitas detail informasi atau keterlibatan masyarakat. 

• 81–100: Extensive Information Available 

Di kategori tertinggi ini, pemerintah dianggap sangat transparan karena 

memberikan hampir semua dokumen dan data keuangan yang penting. 

Semua informasi diberikan secara lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, 

dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan 

keuangan. Tingkat transparansi keuangan ini menunjukkan adanya 

tanggung jawab tinggi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam proses 

penyusunan anggaran. 

3.5.2 Variabel Independen  

Tingkat Implementasi sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

didefinisikan oleh Kartiko et al., (2018) sebagai acuan sejauh mana pemerintah 

antar negara mengadopsi dan menerapkan standar akuntansi publik berbasis akrual 

dalam pelaporan keuangan dan praktik akuntansi mereka. Variabel ini diukur 

menggunakan 3 aspek pengukuran yang digunakan juga dalam penelitian Kartiko 

et al., (2018): 

• Komitmen akrual (Deklarasi Implementasi): Skala 1-3  

(1 = tidak ada deklarasi resmi, 2 = Memiliki rencana atau dokumen rencana 

implementasi, 3 = sudah memiliki bukti adopsi penuh IPSAS)  

• Laporan akrual (Komponen Laporan Keuangan): Skala 0,0-1,0  

(0,0 = tidak ada komponen akrual, 0,25 = 1 komponen, 0,5 = 2-3 komponen, 

0,75 = 4 komponen, 1,0 = lengkap 5 komponen)  
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• Kebijakan akrual (Komponen Transaksi): Skala 0,0-1,0  

 (0,0 = semua transaksi berbasis kas, 0,25 = 2 transaksi akrual, 0,5 = 3-4 

transaksi akrual, 0,75 = 6-7 transaksi akrual, 1,0 = semua transaksi akrual) 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari PDB per kapita, tingkat korupsi, 

dan indeks demokrasi. Berikut merupakan definisi dan cara mengukur dari masing-

masing variabel kontrol: 

1. PDB per kapita adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi 

output ekonomi rata-rata per orang di suatu negara (Cimpoeru & Cimpoeru, 

2015) .  Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita melambangkan ambang 

pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dan sering digunakan sebagai 

indikator tingkat kemajuan ekonomi dan kemampuan fiskal suatu negara. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan data PDB per kapita tahunan 

dalam USD. 

2. Indeks korupsi merupakan ukuran yang mencerminkan tinggi rendahnya 

tingkat korupsi dalam suatu negara, yang dimana indeks ini menunjukkan 

bagaimana pejabat publik dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk 

keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri (V. M. Cimpoeru, 2015). 

Variabel ini diukur menggunakan skala corruption perception index (CPI), 

dengan skala 0-100. 

3. Indeks demokrasi adalah ukuran yang mengevaluasi kondisi demokrasi di 

negara-negara seluruh dunia (Leroy et al., 2021). Variabel ini diukur 

menggunakan skala democracy index, dengan rentang skala 0-10. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Software STATA 17 

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak STATA 17 sebagai alat bantu dalam 

pengolahan data. STATA (Software for Statistic and Data Science) merupakan alat 

serbaguna dalam konteks pengolahan data penelitian seperti visualisasi grafik, 

analisis statistik dan pembuatan laporan yang dapat direproduksi (Gutierrez, 2010). 

STATA dikenal lebih stabil dibanding dengan perangkat lunak olah data lainnya 

seperti SPSS dan Eviews, karena dalam STATA terdapat sistem antarmuka berbasis 

perintah (Command Line) yang membantu penulis untuk mengintegrasikan setiap 

langkah secara transparan dan dapat direplikasi, sehingga lebih tersistematis, 

terstuktur dan tidak rentan akan kesalahan, hal ini menjadi nilai tambah bagi penulis 

untuk menggunakan STATA dibandingkat SPSS dan dan Eviews yang masih 

menggunakan sistem point-and-click. Selain itu STATA lebih fleksibel dalam 

membentuk variabel gabungan karena menyediakan opsi sederhana dan kompleks. 

Seperti pada penelitian ini yang menggabungkan tiga aspek pengukuran variabel 

tingkat implementasi IPSAS menjadi satu variabel komposit dengan metode 

sederhana dengan menggunakan command egen.  

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan menganalisis 

karakteristik variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Masing-masing variabel 

akan diberikan informasi terkait nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, 

maksimum serta nilai skewness, kurtosis. Analisis ini membantu dalam 

mengidentifikasi pola, tren, serta distribusi data yang dapat memberikan gambaran 

awal mengenai hubungan antara tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual 

dengan transparansi fiskal di negara-negara sampel. 

3.6.3 Analisis Model Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Jadi, 

data panel merupakan data dari beberapa individu yang dipantau dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan (Ahmaddien & Susanto, 2020). Analisis regresi data 

panel menggunakan tiga pendekatan estimasi yaitu common effect model (CEM), 
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fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Secara umum, model 

regresi data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut: 

TF = α + 𝛽1TI + 𝛽2PDB + 𝛽3IK + 𝛽4ID + e  

Dengan: 

• TF: Transparansi Fiskal 

• TI : Tingkat Implementasi IPSAS 

• PDB : Produk Domestik Bruto per Kapita 

• IK : Indeks Korupsi 

• ID : Indeks Demokrasi 

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, perlu dilakukan 

serangkaian uji spesifikasi, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji breusch-pagan (LM 

Test) , sebagaimana dijelaskan berikut ini. Dalam menentukan model yang akan 

digunakan untuk regresi data panel, terdapat tigas uji atau pendekatan yang perlu 

dilakukan terlebih dahulu. Untuk mengetahui model mana yang paling efisien dan 

tepat, perlu dilakukan beberapa uji spesifikasi, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji 

breusch-pagan. 

3.6.3.1 Uji Chow 

Uji  Chow  digunakan untuk memilih  pendekatan  terbaik  antara  model  

pendekatan Common  Effect  Model  (CEM)  dan  Fixed  Effect  Model  (FEM).  Uji  

Chow  menggunakan hipotesis alternatif (H1) yaitu model yang tepat untuk regresi 

data panel adalah Fixed Effect Model. Jika hasil uji Chow menunjukkan p-value < 

0,05, maka H₀ ditolak, yang berarti Fixed Effect Model (FEM) lebih baik 

dibandingkan Common Effect Model (CEM). Namun, jika p-value > 0,05, maka 

model yang lebih sesuai adalah Common Effect Model (CEM). 

3.6.3.2 Uji Hausman 

Setelah menentukan Fixed Effect Model (FEM) lebih dari pada Common Effect 

Model (CEM), hal selanjutnya adalah membandingkan antara model yang terpilih 

pada uji chow dengan Random Effect Model (REM) dengan menggunakan uji 

hausman. Uji Hausman menggunakan hipotesis alternatif (H1) yaitu model yang 
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tepat untuk regresi data panel adalah model yang terpilih pada uji chow. Jika p-

value <0,05, maka (H₀) ditolak dan model yang lebih tepat adalah model pada uji 

chow. Sebaliknya, jika p-value > 0,05, maka model yang lebih sesuai adalah 

Random Effect Model (REM). 

3.6.3.3 Uji Breusch-Pagan (LM Test) 

Uji Breusch-Pagan atau Lagrange Multiplier Test digunakan untuk menentukan 

apakah model yang terpilih pada uji hausman lebih baik dibandingkan dengan 

Common Effect Model (CEM) jika pada Uji Hausman H1 ditolak atau p-value > 

0,05. Uji ini menggunakan hipotesis alternatif (H1) yaitu model yang lebih sesuai 

adalah model yang terpilih pada uji hausman. Jika hasil uji Breusch-Pagan 

menunjukkan p-value < 0,05, maka model yang terpilih pada uji hausman lebih 

tepat daripada Common Effect Model (CEM).  

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi data panel, diperlukan memastikan bahwa model regresi 

yang digunakan memenuhi asumsi dasar, hal ini bertujuan agar hasil estimasi lebih 

akurat dan tidak bias. Terdapat empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi 

uji normalitas, uji multikoloniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi 

berdistribusi normal. Asumsi normalitas diperlukan agar estimasi parameter dalam 

model regresi  tidak bias dan dapat digunakan dalam pengujian statistik. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan skweness dan kurtosis. 

Menurut  Ananta et al., (2023) dalam metode skeweness dan kurtosis data dianggap 

terdistribusi normal apabila nilai: 

• Untuk Skewness berada antara -2 hingga 2 

• Untuk Kurtosis berada antara -7 hingga 7 

 

 



32 

 

3.6.4.2 Uji Multikolonearitas 

Menurut Ananta et al., (2023) uji multikoloniearitas dilakukan untuk memastikan 

apakah adanya hubungan antara variabel independen dengan model regresi yang 

digunakan. Adanya multikolonieartias dapat menyebabkan hasil regresi menjadi 

tidak stabil dan sulit untuk menginterpretasikan bagaimana pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria sebagai berikut: 

• Jika VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

• Jika VIF ≥ 10, maka terdapat multikolinearitas yang tinggi, sehingga perlu 

dilakukan perbaikan model. 

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki 

varians perbedaan residual. Jika terdapat ketidakkonstanan residual dalam model 

regresi, maka dapat dikatakan bahwa model regresi mengalami heterokedasitisitas, 

yang dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji breusch-pagan, dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

• H₀: Tidak terjadi heteroskedastisitas (varians residual konstan) 

• H₁: Terjadi heteroskedastisitas (varians residual tidak konstan) 

Jika hasil uji berupa p-value >0,05 maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 

heterokedasitisitas, tetapi jika p-value <0,05 maka H0 ditolak, yang berarti model 

regresi terdapat heterokedastisitas. 
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3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi 

antara residual dalam model regresi data panel. Autokorelasi dapat menyebabkan 

hasil estimasi menjadi tidak efisien dan meningkatkan kemungkinan kesalahan 

dalam prediksi. Pengujian dilakukan dengan Wooldridge dengan kriteria sebagai 

berikut: 

• Jika p-value >0,05 tidak terdapat autokorelasi 

• Jika p-value <0,05 maka terdapat autokorelasi 

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat 

implementasi IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat 

dengan mempertimbangkan variabel kontrol pengujian hipotesis akan 

menggunakan alat bantu berupa Stata windows version 17. Teknik yang digunakan 

adalah analisis regresi data panel, yang memungkinkan pengujian hubungan antar 

variabel dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan perbedaan karakteristik 

antar negara. Teknik uji hipotesis ini dilakukan setelah model regresi yang sesuai 

telah ditentukan dalam penentuan model regresi data panel dan lolos uji asumsi 

klasik. Untuk menguji hipotesis, digunakan uji signifikansi sebagai berikut: 

3.6.5.1 Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual 

secara individu memengaruhi tingkat transparansi fiskal pemerintah pusat (H1). 

Untuk hipotesis yang diuji dalam uji parsial yaitu H₀ yaitu, variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal. H₁ yaitu, Variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal. Dalam 

pengambilan keputusan Jika p-value < 0,05, maka H₀ ditolak, yang berarti variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal, tetapi jika p-value 
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> 0,05, maka H₀ diterima, yang berarti variabel independen tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal. 

3.6.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

independen dalam model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

Dalam interpretasinya jika 𝑅2 mendekati 1, maka model dapat menjelaskan 

sebagian besar variasi transparansi fiskal. Jika 𝑅2 rendah, maka variabel 

independen kurang mampu menjelaskan transparansi fiskal, yang mengindikasikan 

kemungkinan perlunya variabel tambahan dalam model. 

3.6.5.3 Uji ANOVA 

Uji ANOVA digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS antar kelompok negara 

OECD, Non-OECD, dan BRICS (H2). Jika hasil uji menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam kelompok 

tertentu memiliki tingkat implementasi IPSAS yang lebih tinggi atau lebih rendah 

dibandingkan kelompok lainnya. Uji ANOVA adalah bentuk dari analisis statistik 

yang digunakan dalam penelitian eksperimen dan komparatif (Septiadi & W K 

Ramadhani, 2020).  

Untuk hipotesis yang diuji dalam uji ANOVA yaitu H0 tidak terdapat perbedaan 

signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS antara negara OECD, non-OECD, 

dan BRICS dan H1 setidaknya ada satu kelompok yang memiliki rata-rata tingkat 

implementasi IPSAS yang berbeda secara signifikan. Dalam kriteria keputusan jika 

p-value < 0,05, maka H₀ ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan dalam 

tingkat implementasi IPSAS antar kelompok negara. Jika p-value > 0,05, maka H₀ 

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat implementasi 

IPSAS antar kelompok negara. 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat implementasi IPSAS 

berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat pada kelompok 

negara OECD, Non-OECD, dan BRICS, serta menilai perbedaan tingkat 

implementasi IPSAS antar tiga kelompok negara yaitu OECD, Non-OECD, dan 

BRICS. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa tingkat 

implementasi IPSAS berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap transparansi fiskal ditolak. Hasil penelitian ini konsisten di semua 

kelompok negara yang diteliti, yaitu negara-negara OECD, Non-OECD, 

dan BRICS. Meskipun dalam kelompok negara OECD dan BRICS, model 

regresi menunjukkan koefisien positif, hubungan tersebut tidak signifikan 

secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan IPSAS 

terhadap transparansi fiskal masih kurang kuat atau konsisten untuk 

dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Di sisi lain, pada 

kelompok negara OECD dan non-OECD, hubungan yang ditemukan justru 

bersifat negatif dan tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

transparansi fiskal adalah isu yang kompleks dan multidimensional, tidak 

hanya tergantung pada penerapan standar akuntansi saja (Felix Idoko, 

2018). Berbagai faktor lain seperti kebebasan media dan partisipasi politik 

suatu negara lebih berpengaruh dalam menentukan tingkat transparansi 

fiskal (Castañeda-Rodríguez, 2022). Meskipun penerapan IPSAS penting, 

ia hanyalah bagian dari reformasi yang lebih luas. Keberhasilan 

penerapannya sangat tergantung pada dukungan infrastruktur yang 
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memadai dan adanya reformasi institusional yang menyeluruh.. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian  yang juga menemukan bahwa implementasi 

IPSAS tidak secara langsung menghasilkan peningkatan transparansi fiskal 

yang signifikan. 

2. Pada hasil uji ANOVA, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual antara 

kelompok negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Nilai F sebanyak 0,31 

dengan p-value sebesar 0,73 (>0,05) menyatakan jika rata-rata skor tingkat 

implementasi IPSAS tidak berbeda secara signifikan antar ketiga kelompok 

negara. Dengan demikian, hipotesis H2 tidak terdukung, meskipun secara 

deskriptif terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok, perbedaan tersebut 

tidak cukup besar secara statistik untuk disimpulkan sebagai signifikan. 

Temuan ini menyatakan jika klasifikasi negara berdasarkan kelompok 

negara OECD, BRICS, atau Non-OECD bukanlah faktor utama yang 

menentukan tinggi rendahnya tingkat implementasi IPSAS, seperti yang 

dijelaskan dalam konsep teori legitimasi bahwa penerapan IPSAS untuk 

mendapatkan kepercayaan publik berlaku lintas negara dan tidak hanya 

berlaku pada kelompok negara OECD saja. Hal ini sejalan dengan temuan 

dari Polzer et al., (2020) dan Rincón-Soto & Gómez Villegas, (2021) yang 

dimana hasil dalam studinya menyatakan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan terkait variasi adopsi IPSAS. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian ini, antara lain: 

1. Adanya keterbatasan data terutama pada beberapa negara populasi yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangan, sehingga dalam rangka 

menyesuaikan ketersediaan data, penulis hanya mendapatkan 20 negara 

yang menjadi sampel penelitian yang memiliki data secara lengkap, 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua negara. 

2. Adanya kesulitan dalam mengukur data terutama dalam mengukur tingkat 

implementasi IPSAS dikarenakan bahasa yang digunakan pada laporan 
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keuangan setiap negara berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan 

kurangnya akurasi dalam mengukur data. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam penelitian, 

berikut beberapa saran yang saya berikan kepada peneliti berikutnya, yaitu: 

1. Penelitian ini dibatasi karena hanya mendapatkan data dari 20 negara yang 

dijadikan sampel. Untuk membuat hasil penelitian bisa digunakan untuk 

banyak negara lainnya, peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas 

jumlah populasi dan sampel yang diteliti. Cara yang bisa dilakukan adalah 

dengan mencari data dari sumber yang berbeda. Dengan sampel yang lebih 

banyak, kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan ke populasi negara 

secara keseluruhan akan lebih baik, sehingga kesimpulan yang diperoleh 

lebih mewakili. 

2. Masalah dalam mengukur variabel tingkat penerapan IPSAS bisa terjadi 

karena perbedaan bahasa dan format laporan keuangan, yang berpotensi 

mengurangi akurasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti selanjutnya 

disarankan menggunakan metode pengukuran yang lebih baku dan objektif. 

Contohnya dengan mengacu pada skala atau indeks yang sudah diuji oleh 

lembaga internasional yang fokus pada akuntansi sektor publik. Selain itu, 

bisa dengan menggunakan alat bantu penerjemah agar lebih memudahkan 

dalam pengukuran data. 
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